
PERATURAN BUPATT BEKASI 

NOOR 1 1  TA1HUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 80 

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan 
yang bersumber dari dana transfer yang sudah diarahkan 
penggunaannya dan belum teranggarkan dalam APBD 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 ,  maka untuk 
melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu 
dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 80 
Tahun 2018  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 ;  

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati 
Bekasi Nomor 80 Tahun 2018  tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019  
tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

5 .  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495 ) ;  

10 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;  

1 1.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 292,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015  tentang 
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015  Nomor 123) ;  
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13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layartan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 1 7 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010  tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614 ) ;  

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Perublik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 10  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  
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2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

22 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 7  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 33) ;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 310 ) ;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013  
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036); 

27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 547); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 701 ) ;  

29 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 20 10  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2010  Nomor 3) ;  

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 
1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
1 ) ,  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2 0 1 5  tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2 0 1 5  Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7) ; 

3 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2 0 1 8  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019  (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2 0 1 8  Nomor 8) ;  
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32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2 0 1 8  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019  (Berita Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2 0 1 8  Nomor 80) .  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 80 
TAHUN 2 0 1 8  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019 .  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2 0 1 8  
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019  (Berita Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2 0 1 8  Nomor 80) diubah sebagai berikut: 

A. Ketentuan Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun Anggaran 2 0 1 8  sejumlah Rp 6.020.292.899.273,00,  diubah 
sehingga harus dibaca sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
Anggaran 2019  sejumlah Rp. 6 .093 .310 . 132 .073 ,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

1 .  Pendapatan Daerah 
2 .  Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 

3 .  Pembiayaan Daerah :  
a. Penerimaan Rp. 578.274.744.500,00 
b. Pengeluaran Rp. 86.548.293.500 ,00 

Rp 5 .515 .035 .387.573,00 
Rp. 6 .006 .  761 .838.573 ,00 

Rp. (491 .726.451 .000,00 )  
(-) 

Pembiayaan Netto Rp. 491. 726.451.000,00 
---------- (+) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
Berkenaan Rp. 

B.  Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

C.  Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20 19 ,  
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap 
berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Cikarang Pusat 
1 Maret 2019  

If 

Pit. BUPATI BEKASI 

t.t.d 

H. EKA SUPRIA ATMAJA 

Diundangk di : Cikarang Pusat 
Pada tang : 1 Maret 2019 

ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, -f>f 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019  NOMOR 1 1  
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